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ABSTRAK

Penerbitan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dimaksudkan untuk
memberikan jaminan kepastian hukum mengenai pengikatan benda bergerak, baik berwujud maupun tidak
berwujud dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang
jika dalam perjanjian kredit debitur tidak mampu menjalankan kewajibannya. Penelitian ini berfokus pada dua
rumusan masalah, yaitu bagaimana kedudukan pelaksanaan objek Jaminan Fidusia didasarkan pada:

Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XV11/2019 dan apa yuridisnya

implikasi pelaksanaan objek Jaminan Fidusia oleh kreditur melalui pihak ketiga. Penelitian dalam skripsi
ini menggunakan penelitian hukum normatif, Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan,
untuk bahan hukumnya sendiri menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Untuk pengumpulan
bahan hukum digunakan dengan cara studi kepustakaan, kemudian dilakukan analisis normatif dan
dideskripsikan dalam bentuk Skripsi. Dari penelitian ini diperoleh bahwa hukum perdata tidak diatur dalam
suatu perbuatan yang merugikan debitur sebagai pihak yang menjaminkan obyek jaminan fidusia, secara
administratif perbuatan yang dilakukan oleh kreditur juga tidak diatur secara rinci, yang artinya bahwa hal itu
juga menunjukkan adanya kekosongan hukum dalam perspektif hukum administrasi. . Padahal, jika dilihat dari
proses hukumnya, para kreditur dalam hal ini biasanya berbentuk perusahaan, tentu saja menahan diri dari
kegiatan ilegal dan tidak teratur.
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ABSTRACT

. The issuance of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees intends to provide legal
certainty guarantees regarding the binding of movable objects, both tangible and intangible and immovable
objects that cannot be encumbered with mortgage rights as collateral for debt repayment if in the credit
agreement the debtor is unable to carry out their obligations.This research focuses on two problem
formulations, namely how the
position of execution of the Fiduciary Guarantee object is based on the
Constitutional Court Decision No.18/PUU-XVI11/2019 and what are the juridical
implications of the execution of the Fiduciary Guarantee object by creditors through third parties.

The research in this thesis uses normative legal research, In this study, a statutory approach was used,
for materials The law itself uses primary, secondary, and tertiary legal materials. For collection of legal
materials is used by means of library research, then carried out normative analysis and describe it in the form
of Thesis.

From this research, it is obtained that the civil law is not regulated in an act that harms the debtor as
the party who guarantees the object of the fiduciary guarantee, administratively the actions carried out by the
creditor are also not regulated in detail, which means that it also shows that there is a legal vacuum in the
perspective of administrative law. . In fact, if you look at the legal events, of course the creditors in this case
generally in the form of companies have ommitted acts that are contrary to the laws and regulations.
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olen undang-undang yang mempengaruhi
debitur yang menjadi penanggung fidusia,
perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh
kreditur juga tidak diatur secara rinci secara
administratif. ~ Ada  hukum  dari  segi
administrasi. Memang proses hukumnya, para
kreditur dalam hal ini tentu saja biasanya
berbentuk badan hukum, melakukan perbuatan
melawan hukum dan tidak teratur.

PENUTUP

Dari hasil penelitian sebagaimana
telah diuraikan dalam pembahasan maka dapat
disimpulkan sebagai berikut:

1. Kedudukan eksekusi objek jaminan
fidusia pasca putusan Mahkamah
Konstitusi ~ No.18/PUU-XVI11/2019
pihak kreditur tidak dapat melakukan
eksekusi  sendiri  secara  paksa,
misalnya dengan meminta bantuan
aparat kepolisian, apabila mengenai
cidera janji (wanprestasi) oleh
pemberi  hak fidusia  (debitur)
terhadap kreditur yang masih belum
diakui oleh debitur dan debitur
keberatan ~ menyerahkan  secara
sukarela benda yang menjadi objek
dalam perjanjian fidusia. Berkaitan
dengan eksekusi objek jaminan
fidusia, perjanjian fidusia adalah
hubungan hukum vyang bersifat
keperdataan (privat). Oleh karena itu,
kewenangan aparat kepolisian hanya
terbatas mengamankan  jalannya
eksekusi bila diperlukan, bukan
sebagai bagian dari pihak eksekutor,
kecuali ada  tindakan yang
mengandung  unsur-unsur  pidana
maka aparat  kepolisian  baru
mempunyai  kewenangan  untuk
penegakan hukum pidananya. Oleh
karena itu, berkenaan dengan frasa
“pihak yang berwenang” dalam
penjelasan Pasal 30 UU Jaminan
Fidusia adalah dimaknai “pengadilan
negeri” sebagai pihak yang diminta
bantuan untuk melaksanakan
eksekusi tersebut.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi No.
18/PUU-XVI11/2019 tidak
memberikan jaminan ganti kerugian
terhadap debitur atas benda miliknya
yang dijadikan sebagai objek jaminan
fidusia apabila dirampas secara paksa
oleh pihak kreditur melalui pihak
ketiga (debt collector). Selain masih
sering terjadi bahwa pihak kreditur
yang memberikan kuasa pada pihak
ketiga ~ (debt  collector) untuk
melakukan eksekusi objek jaminan
fidusia secara paksa lepas dari segala
tanggung jawab hukum, hal tersebut
disebabkan kekosongan hukum yang
mengatur terhadap peristiwa atau
perbuatan melawan hukum tersebut.
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